SALINAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO
NOMOR: 05 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO ( RKP KAL)

Menimbang : :

Mengingat :

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOMULYO

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah DesaTirtomulyo Tahun 2023;

Bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun  dokumen
Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa 'Rencana Kerja

Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran
RPIMDesa;

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tirtomulyo
telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Tirtomulyo,
Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4221);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahuri 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentng Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Mentri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021
tentang RPIJMDaerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104); ;
Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang
Penanggulangan Stunting;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 Tentang
Singkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengadaan barang dan Jasa di Kalurahan;

Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun
2016 - 2022;

Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

dan
LURAH TIRTOMULYO
MEMUTUSKAN :

PERATURAN ~ KALURAHAN  TENTANG RENCANA  KERJA
PEMERINTAH  KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN
2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1
2

Kalurahan adalah Kalurahan Tirtomulyo

Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah Tirtomulyo dan Pamong
Kalurahan Tirtomulyo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah
Kalurahan. >

Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disingkat dengan
BAMUSKAL adalah Lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah  Kalurahan
Tirtomulyo sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan
Tirtomulyo.

Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan,
Pemerintah  Kalurahan, dan  Unsur  Masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk
meyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

Kesepakatan Musyawarah Kalurahan untuk kesepaatan yang
dituangkan dalam Berita Acara kesepaatan Musyawarah Kalurahan
yang ditandatangani oleh Ketusa BAMUSKAL dan Lurah ;

Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Keputusan Lurah  adalah semua keputusan yang bersifat
mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan
dan kebijaksanaan Lurah  yang menyangkut Pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, sefanjutnya
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP
Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu



1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP KALURAHAN
Pasal 2
(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
Kata Pengantar
Daftar isi :

BABI  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat
1.4 Visi dan Misi

BABII GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2022

3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun 2022

3.2 Identifikasi Masalah Berdasaran RPJM Kalurahan

3.3 Identifikasi Masalah Berdasaran Kebutuhan Aktual
dan Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program, dan Kegiatan Skala Kalurahan ;

4.2.Pagu Indiatif anggaran Program dan Kegiatan skala
Kalurahan

4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang
dibiayai APBKal dan APBN.

BAB V PENUTUP
LAMPIRAN ;

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
2. Perkal RKP Kalurahan Tahun 2023
3. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2023



4. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 5 Bidang

5. Berita Acara Musyawarah .Kalurahan RKP Kalurahan Tahun
2023

(2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 30 September 2022
TIRTOMULYO

Diundangkan di Tirtomulyo
pada ta | : 30 September 2022
CARIK OMULYO

MUKHLISON AFANDI
Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2022 Nomor 25,

Register Kapanewon Kretek Nomor : .26/ Tirtemolys /2022 {gt  30-eplember 2022

Salinan sesuai dengan aslinya



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Sebagaimana kita ketahui bahwa
"Pembangunan merupakan sarana masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.
Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari
oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang
berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh

masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan
bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah
menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui
identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi
darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang
difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan dan LPMK (sebagai penyusun Pembuatan
RPIJMDesa ). RKPKal mencakup rencana kerja pembangunan tahunan kalurahan.
Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan
pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik
pemerintahan kalurahan, kecamatan dan semua pihak yang mendukung
penyelesaian Dokumen RKPKal ini, semoga dokumen ini dapat mendorong
masyarakat kalurahan untuk mewujudkan cita — cita dengan rasa memiliki yang
sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan
perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan diltingkat
kalurahan.

Tirtomulyo, 30 September 2022

__—kurah_Tirtomulyo
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SUJADI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan
berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa
diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi
dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan, maka
kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa ( RPJMDesa). ¥

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar
pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi
kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih
termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri  melakukan
pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga
pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang
dalam dokumen RKPKalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan)
merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka
kerja pemerintah  kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif
pendanaan, evaluasi kegiatan RKPKalurahan tahun sebelumnya, program
prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.



1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kaistitimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terkhir dengan Peraturn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017
tentang Tanah Kas Desa Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017
Nemor 34);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2017 Nomor 16);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.3.

Peraturan Bupati Bantu Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018
Nomor 09);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Singkronisasi Program
dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggarn
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2020;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah,
pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan
Permusyawaratan Kalurahan;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Kalurahan;

Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 — 2022

Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal)
mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud:

e Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap.

o Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.

e Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kaurahan tentang Rencana
Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan ( APBKal )

Tujuan:
e Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam
pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.

e Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi

berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial



Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta
Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah vyang luas dan
bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang
berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga
dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai
tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka
Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1.Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik ( ideal ),
dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu
mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi
itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten.
Penyusunan Visi Desa Tirtomulyo dilakukan dengan pendekatan
partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh
masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya
yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN
SEJAHTERA ™

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi
kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini
juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan
pemerintahan kalurahan, bamuskal, LKK dan tokoh masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Tirtomulyo telah
merumuskan * Misi ** sebagai berikut :

1.Bidang Pemerintahan
a. Meningkatkan SDM aparatur Kalurahan,
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
¢. Memperdayakan kelembagaan masyarakat,
d. Memberdayakan LINMAS Kalurahan,



e.

Pensertifikatan Tanah dan,
Meningkatkan ketertiban, keamanan serta pengendalian
pengawasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

. Bidang Pembangunan

. Meningkatkan sarana dan prasarana umum
- Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian
. Meningkatkan sarana dan prasarana Transportasi

a
b
C
d. Memberdayakan dan meningkatkan swadaya masyarakat
e
f.
g
h

Memanfaatkan sumberdaya alam dan pemanfaatannya
Pemeliharaan sarana keamanan

. Memelihara dan meningkatkan sarana peribadahan
. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan

Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan

Bidang Kemasyarakatan

a.
b.

. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaaan usaha

o NS 00 o

Membina kerukunan umat beragama

Memelihara dan meningkatkan kemakmuran tempat ibadah

kecil

. Meningkatkan kecerdasan warga dan memberantas ketertinggalan
. Memberdayakan dan memelihara hidup gotong royong

. Memberdayakan lembaga kemasyaraka;an Desa

. Memberdayakan dan pembinaan karang taruna

. Pembinaan terhadap pendidikan anak dan remaja

Melestarikan budaya dan kerajinan daerah

dan

Mengadakan pelatihan-pelatihan ketrampilan siap menghadapi dunia

kerja

. Pengembangan BUMKal serta penguatan permodalan BUMKal dengan

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dapat dioptimalisasikan

sektor pertanian baik tahap produksi maupun tahap pengolahan

hasilnya.



BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
kalurahan tersebut.  Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan
keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan
masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara
transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan
perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah
diperjelas. Begitu pun alur pengelolaan keuangan kalurahan dan klasifikasi APBKal
telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil
masyarakat, setiap tahunya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan
Kalurahan (BAMUSKAL) menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal ) secara partsipatif dan transparan yang
proses penyusunanya dimulai dengan Loka karya Desa, Konsultasi Publik dan rapat
umum Badan Permusyawaratan Kalurahan Bamuskal untuk penetapanya. RAPB
Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan
desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan
desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang
baru bagi Kalurahan. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-
penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan
yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar



kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
berdasar kanpotensi yang menjadi sumber pendapatan asli kalurahan, bagian dana
perimbangan,  bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan
kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan Kalurahan Tahun 2023 sebesar Rp 2.726.814.900 (Dua Milyar

Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus
Rupiah) yang berasal dari :

Kode . ; Pelaksana Perkiraan
Rekening Uraian Belanja Kegiatan Dt Keterangan
11213 4 5 6 7
4 PENDAPATAN
4|1 Pendapatan Asli Desa 163.080.000
4| 1 | 2 | Hasil Aset Kalurahan 160.080.000
1 | Sewa Tanah Kas
122.780.000
2 | Konpensasi Tanah Kas Desa
17.300.000
3 | Sewa Untuk SMA
2.000.000
4 | Penyewaan Kios Desa
18.000.000
4|1 |4 Lain - Lain Pendapatan Asli 3.000.000
Kalurahan
| 1 | Penyewaan Aula Kalurahan
3.000.000
2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang -
Sah
4| 2 Pendapatn Transfer 2.541.234.900 ;
1 | Dana Desa
1.065.611.000
2 | Pembagian Hasil Pajak dan
Retribusi 242.832.400
3 | Alokasi Dana Desa
1.232.791.500
4| 2 | 5 | Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota 1.205.000.000
1 | PPBMP
750.000.000
2 | BKK
455.000.000
43 Pendapatan Lain — Lain 15.000.000
1 Bunga Bank
15.000.000
4| 3 | 7 | Lain-lain Pendapatan Desa yang 7.500.000
Sah
1 | Pembagian Laba Desa yang Sah
7.500.000
Jumlah Pendapatan Desa 2.726.814.900
Jumlah Belanja Desa 3.636.552,484
Surplus / (Defisit) (901.737.584)




Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

| Silpa 300.000.000
Pengeluaran Pembiayaan
Modal Bumkal 10.000.000

Jumlah Netto

(501.160.700)

Pendapatan Kalurahan tersebut di atas adalah didasarkan pada Pendapatan
Kalurahan tahun 2023, yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, Dana Desa
dari APBN, Dana ADD dari pemerintah Daerah, Dana PBH, dan pendapatan lain yang
sah yang telah diterima pagu indikattifnya ketika penyusunan RKP Kalurahan ini.

Kebijakan Belanja Kalurahan
Belanja kalurahan adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh kalurahan untuk

kelancaran pemerintahan dan pembangunan kalurahan guna mensejahterakan
masyarakat.
Klasifikasi Belanja Kalurahan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018
pasal 16 terdiri atas bidang :

a.

b
(o
d.
e

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;

Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;

Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;
Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan

Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.

NO

URAIAN

JUMLAH

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1.642.783.884

2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 1.454.968.600
3 | Bidang Pembinaan Masyarakatan Kalurahan 219.490.000
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 2é3.310.000
5 | Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat 56.000.000

dan mendesak Kalurahan

TOTAL BELANJA

3.636.552.484




Untuk Tahun Anggaran 2023 Total Belanja Kalurahan sebesar Rp 3.636.552.484 (
Tiga milyar Enam  Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu
Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ) dengan rincian belanja sebagai

berikut.
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C. Kebijakan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 ini,
Pemerintah  Kalurahan Tirtomulyo saat ini dapat menyusun kebijakan

pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Kalurahan tahun
sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup

Pencairan Dana Transfer (ADD, DDS, PBH, Dana BKK, DLL)
Pendapatan Asli Kalurahan yang sah; dan
APBD /11

Dana Aspirasi
e. Dana Pemerintah Pusat
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

a0 oo

a. Belanja Pegawai,
b. Belanja Barang dan Jasa,
c. Belanja Modal.



BAB III

EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar mana kala tidak pernah
dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta
tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat Kalurahan bukan semata-
mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan
makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi ,maupun pemerintah. Dalam

RKP Kalurahan tahun

2022, permasalahan Kalurahan Tirtomulyo dikelompokkan

menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek yaitu :

a. Identifikasi masalah pembangunan tahun 2022.
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPIJMDesa.
C. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2022 ada beberapa

kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahur berikutnya
antara lain :

1.

Untuk bidang Pemerintahan

Tidak Ada

Untuk bidang Pembangunan masyarakat

Tidak ada

Untuk bidang Pembinaan Masyarakat

Masih ada, yaitu kegiatan penanganan desa aman covid yang sebesar
85 tidak bias terlaksana 1005 karena ditahun 2022 warga yang
terdampak covid-19 tidak sebanyak ditahun 2020 dan 2021

. Untuk bidang Pemberdayaan masyarakat

Tidak Ada

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Masalah yang ada antara lain Kondisi jalan, baik jalan persawahan dan

jalan lingkungan pada saat musim penghujan dengan alat transportasi yang
ada menyebabkan hambatan bagi petani. Belum adanya saluran irigasi
permanen sehingga tanah yang ada mudah terkikis dan mengganggu
jalannya irigasi pertanian sehingga saluran yang ada tidak mampu
menampung debit air hingga menyebabkan air meluap di lahan pertanian
yang berakibat produksi petani menurun bahkan gagal panen. Adanya saluran
Drainase yang belum normal sehingga perlu adanya normalisasi untuk
mencegah banjir.Tingkat kemampuan kelompok Ternak dalam mengelola
maupun memelihara ternak dalam pembuatan pakan yang masih tradisional.



Masyarakat yang masih kurang perhatian dalam pemberian makanan
tambahan bagi Balita maupun Lansia. Kurangnya peralatan yang memadai
untuk penanganan bencana ditingkat dusun. Kesadaran masyarakat akan
kebersihan lingkungan yang masih rendah. Masih banyaknya fasilitas
bangunan untuk pendidikan anak usia dini yang masih kurang memenuhi
standar gedung pendidikan. Masih rendahnya masyarakat dalam
mengembangkan usaha kecil mandiri yang dapat dijadikan tambahan
pendapatan keluarga.

Adanya keterbatasan dana desa dari APBD berdampak pada
penanganan pembangunan dimana pembangunan yang bersifat mendesak
tidak mampu teratasi karena membutuhkan dana yang sangat besar sehingga
desa perlu membuat prioritas pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa
diajukan ke APBD I maupun APBD II bahkan APBN.

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan
Darurat

Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang di anggap memiliki
sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu di lakukan pengkajian
lebih dalam mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada Sehingga
membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera
dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur terutama jalan
yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian
utama penduduk desa sehingga desa dikatakan berhasil apabila kondisi
petani dengan segala kebutuhanya dapat terselesaikan dengan
baik.Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh
masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi
oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :
1. Pembangunan Bangket Talud dan Saluran irigasi

2. Pembangunan Irigasi Desa dan Gorong-gorong
3. Pembangunan Jalan Desa



BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan  Tirtomulyo yang

tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai
permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan

pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, pendapatan.

2.1

2.2

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Skala desa adalah rencana pembangunan yang
bisa didanai dan dilaksanakan oleh kalurahan. Rencana pembangunan yang
mampu didanai oleh kalurahan adalah pembangunan yang berskala kecil
(biayanya tidak terlalu besar ) diantaranya perbaikan jalan, bangket irigasi,
bantuan untuk anak yatim piyatu, kegiatan posyandu, dil. Dalam
pelaksanaanya biaya itu diambilkan dari APBKal.

Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan
kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan , ADD, Dana
Desa, Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi, Pendapatan lain-lain yang
sah, dan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Kalurahan tahun anggaran
2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes
RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH

1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.642.783.884

2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.454.968.600

3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 219.490.000

4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 263.310.000




Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat

dan mendesak Desa

56.000.000

L

TOTAL BELANJA

3.636.552.484

4.2. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD
dan APBN.

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana
pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang

lebih tinggi seperti Kecamatan | Kabupaten / Propinsi / Pusat.

Hal ini disebabkan :

a.
b.

besar.

Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenrangan kalurahan.

Secara pembiayaan kalurahan tidak mampu membiayai karena dananya terlalu

Secara sumber daya di kalurahan tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana

pendukung lainnya. Diantaranya Pelebaran Jalan Aspal, Aspal Jalan Poros

kalurahan, Pembangunan Gorong-gorong, Pembangunan Jembatan, penerangan
Jalan, rambu-rambu dan marka jalan, Peninggian Talud Winongo Kecil, Bangket

Afur, Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Desa, dll.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan

dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan
( Musrenbangcam).

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

1.

—
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Bidang Fisik

Aspal Karen-Balai Kalurahan

Bangket Afaur Pagung-Tirtosari
Bangket Afur Paliyan

Bangket Afaur Kathekan-Bokteng-teng

Bangket Afur Blado — Punduhan
Jembatan SLB Karen

Corblok Jalan Merten-Pagung

Padat Karya

Pembangunan joglo Rintisan Kalurahan Budaya
Aspal Jalan Karen-Karangweru

Aspal Jalan Genting-Bangkrungan




2. Bidang Non Fisik
Pembinaan Rintisan Kalurahan Budaya
Pembinaan Masterplain Kalurahan

Pembinaan lahan Pekarangan dengan system perikanan darat
Rehabilitasi budaya dan Ekonomi Kalurahan

o 0 T o



BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan ( RKPKal ) terlaksana dengan baik
dan terpelihara dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten,
Kalurahan, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP
Kalurahan untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta
mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam
Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan ( RKPKal ) bisa terdanai dan dilaksanakan
dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKPKal ini
bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk

arah pembangunan kalurahan.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan
peran aktif dalam pembangunan sehingga kalurahan dalam wilayah kapanewon akan
bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan
Ka;lurahan akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan
kalurahan.

Untuk penyempurnaan Rencana pembangunan ini perlu sekali kritik, saran
yang membangun agar ka;lurahan yang tercinta ini maju sederajat dengan
kalurahan yang ada di wilayah Indonesia.

Demikian RKPKalurahan ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang
terlibat bekerja lebih maksimal guna pernicapaian tujuan pembangunan yang kita
idam-idamkan.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
;ga,tanggal 30 September 2022
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO
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lamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 0816680074 Kode Pos 55772

KESEPAKATAN BERSAMA
No : ¢ /Bamuskal/|X/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang
bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUMATRI }
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan KalurahanTirtomulyo,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

: Drs. SUJADI
Jabatan

: Lurah Kalurahan Tirtomulyo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo
tentang:

1. Rencana Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan
Tirtomulyo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK .

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

Alamat : Genting, Tirtomulyo, Kretek, Bantul Tilp. 0816680074 Kode Pos 55772

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTOMULYO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

a.

bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Tahun Anggaran 2023 , telah disepakati dalam musyawarah
kalurahan (pleno) yang dihadiri oleh Bamuskal, Lurah, Panewu, dan Pamong
Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo,

tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan Tahun Anngaran 2023;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23T ahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia 5687);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2090);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun' 2016
Nomor 107);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang



Menetapkan :

KESATU

KETIGA

1.

12.

13.

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tentang Rancangan Peraturan
Kalurahan Tirtomulyo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

Pengelolaan Keuangan Desa Berita N i i
2018 Nomor 611 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Peraturan Gubernur Daerah
2017 tentang Tanah Desa (
2017 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2012 Tentang
Pedoman Tata Cara Pelaporan  dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor | Tahun 2015 Tentang
Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun2015
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);

Peratur Daerah Kabupaten Bantu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Bantul
tahun 2020 Nomor 8); :

Peraturan Desa Tirtomulyo No 04 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo tahun 2016-2022;

Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo.

ls!imewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun
Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

MEMUTUSKAN

Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan;

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomquo tentang Rancangan
Peraturan Kalurahan Tirtomulyo Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan; ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian

hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtomulyo
Pada tanggal : 30 September 2022




